SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPRI
KUTAI KARTANEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi

Nomor

Jabatan

Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan
Sekretariat Pengurus KORPRI, dan Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 1
Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pola Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit

Nasional,
Sekretariat DPP dan Sekretariat DPK/Kota KORPRI;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus Kabupaten KORPRI Kutai Kartanegara yang diatur

dalam Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 13);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps
Pegawai Republik Indonesia;

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang
Pendanaan KORPRI dan Perlindungan Bagi PNS yang
ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai
Republik Indonesia.



Memperhatikan

Menetapkan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Organisasi Perangkat Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang
Eselonisasi Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat
Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 061/2977/SJ/2008 tanggal 7 Oktober 2008 perihal
Pembentukan Sekretariat DPP dan DPK/Kota KORPRI;

5. Peraturan Kepala BKN Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang
ditugaskan secara Penuh dan diangkat dalam Jabatan
Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan
Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional
KORPRI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang
Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit
Nasional, Sekretariat DPP dan Sekretariat DPK/Kota
KORPRI.

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KABUPATEN KORPRI KUTAI KARTANEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara,;

Dewan Pengurus Kabupaten adalah Dewan Pengurus Kabupaten
KORPRI Kutai Kartanegara;

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten, selanjutnya disingkat
Sekretariat DPK, adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten
KORPRI Kutai Kartanegara.



BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja
Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kutai Kartanegara.

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) Sekretariat DPK merupakan unsur pelayanan kepada Dewan
Pengurus Kabupaten.

(2) Sekretariat DPK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku
Ketua Dewan Pengurus Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat DPK mempunyai tugas pokok membantu Dewan Pengurus
Kabupaten dalam melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang
peningkatan kesejahteraan untuk anggota dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
diatas, Sekretariat DPK mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan Dewan Pengurus
Kabupaten;

b. merumuskan kebijakan, pengembangan organisasi, hukum, usaha
dan kesejahteraan sosial;

menyelenggarakan program kerja Dewan Pengurus Kabupaten;
d. melaksanakan ketatausahaan Dewan Pengurus Kabupaten.



BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPK terdiri dari :
a. Sekretaris;

b. Sub-Sub Bagian, yaitu :
1. Sub Bagian Umum dan Humas;
2. Sub Bagian Organisasi dan Hukum;
3. Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat DPK sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V
ESELONISASI

Pasal 7

Eselonisasi jabatan struktural pada Sekretariat DPK, yaitu :
a. Sekretaris, adalah jabatan struktural Eselon lll.b;
b. Kepala Sub Bagian, adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala bentuk
peraturan ataupun keputusan yang ada dan mengatur materi yang
sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh
Bupati.



BAB VI
PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 26 Februari 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
ttd
H. SJACHRUDDIN. MS

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 27 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

DR.IR. HM. ASWIN, MM

f

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /*
¥an _Hukum

NIP. 19770605 20b212 1 002



